
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 165 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 11 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2 0 2 1 , Bupa t i menetapkan peraturan 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupat i 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 
2 0 2 1 ; 

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 t a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
L ingkungan Propinsi Jawa T i m u r (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1950 Nomor 19, Tambahan 
Beri ta Negara Republ ik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 
telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 44210); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan Undang-
Undang Nomor 9 t a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara T a h u n 2020 Nomor 245, 
Tambhan Lembaran Negara Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m 
sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republ ik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
U m u m (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
B a n t u a n Keuangan Partai Polit ik (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4972); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akun tans i Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5165); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Admin is t ras i P impinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

18. Peraturan Menter i da lam Negeri Nomor 62 t a h u n 2017 
tentang Pengelompokan KemampuanKeuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. dan Tertib 
Adminis t ras i Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Ban tuan Keuangan 
Partai Polit ik; 

20. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1114); 

2 1 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasif ikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1147); 

22. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 888); 

24. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 



25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
T a h u n Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kabupaten 
Pacitan t a h u n 2020 Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2020; 
(Lembaran Daerah kabupaten Pacitan t a h u n 2021 Nomor 
7) ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah kabupaten Pacitan t a h u n 2021 Nomor 
8) ; 

28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 ; 

29. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 84 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
T a h u n Anggaran 2021 sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 31 Tahun 2021 ; 
(Lembaran Daerah kabupaten Pacitan t a h u n 2021 Nomor 
31); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 . 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah t a h u n anggaran 2021 semula 
sebesar Rp 1.671.455.796.603,00 ber tambah sebesar Rp 32.950.503.811,00 
sehingga menjadi Rp 1.704.406.300.414,00, dengan r inc ian sebagai ber ikut : 
1. Pendapatan daerah 

a. Semula Rp 1.652.380.796.603,00 
b. (Berkurang) Rp (44.530.131.019.00) 

J u m l a h pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.607.850.665.584,00 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp 1.670.005.796.603,00 
b. Ber tambah Rp 34.400.503.811,00 

J u m l a h belanja daerah setelah perubahan Rp 1.704.406.300.414,00 



3. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp 19.075.000.000,00 
2) Ber tambah Rp 77.480.634.830,00 

J u m l a h penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp 96.555.634.830,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp 1.450.000.000,00 
2) (Berkurang) Rp (1.450.000.000,00) 

J u m l a h pengeluaran 
pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00 

J u m l a h pembiayaan neto setelah perubahan Rp 96.555.634.830,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan Rp 0,00 

Pasal 3 

Uraian lebih l an ju t Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2, t e r can tum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i i n i yang terd i r i dar i : 

1. Lampiran 1 : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 
Diklasi f ikasi M e n u r u t Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran 11 Penjabaran Perubahan APBD Menuru t Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran 111 : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran B a n t u a n Sosial; 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menuru t Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak B u m i dan 
Pertambangan Gas A lam/Tambahan DBH-Minyak dan 
Gas B u m i M e n u r u t Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampiran V l l : S inkronisas i Kebijakan Pemerintah 
Provin s i/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan 
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 



Pasal 4 

Peraturan Bupa t i Pacitan i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 28 - 10 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

HERUWIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 165 

Ditetapkan d i Pacitan 
pada tanggal 28 - 10 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

DEM_CAH¥ANTORO. SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 


